
 

BUPATI YAHUKIMO 
                                                                   
 

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 
NOMOR :         TAHUN 2017 

 
TENTANG 

PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA GAJI DAN BENDAHARA 

PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH 
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017 

 
Lampiran : 1 (satu) 

 

BUPATI YAHUKIMO, 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ketertiban pengelolaan 

administrasi keuangan serta untuk menghindari terjadinya 
tumpang tindih dalam pemasukan/penerimaan keuangan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dipandang 
perlu menetapkan rekening Giro Bendahara Gaji dan 
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 
2017; 

 
   b. bahwa untuk maksud tersebut huruf  a di atas perlu diatur 

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara RI Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi  
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4684 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomr 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 
Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    
Tahun    2002   Nomor 129);   
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 457); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Nomor 5165); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 
tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan  Menteri Dalam 
Negeri Nomor  13 Tahun  2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 
Nomor 01); 
 

17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 
01); 
 

 
M E M U T U S K A N 

 
Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Rekening Giro Bendahara Gaji dan Bendahara 

Pengeluaran pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran  Keputusan ini;  

 
KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sewaktu-

waktu dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan 
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Yahukimo; 

 
KETIGA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat rekening bendahara lain 

selain rekening yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, 
maka rekening tersebut dianggap tidak sah dan melanggar 
hukum dan akan di proses sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku; 

 
 KEEMPAT   : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
                                                                   
                                                                                  Ditetapkan di:  Sumohai 

                                                            Pada tanggal :   
 

                                                          BUPATI YAHUKIMO, 
 

                                           
                                            

                                                     ABOCK BUSUP 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


